
WALI KOTA BONTANG

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BONTANG

NOMOR 3 TAHUN 2OI7

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BONTANG NOMOR 59

TAHUN 20T6 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2OT7

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

2O8/PMK.O7 /2016 tentang Perubahan Rincian Dana Bag

Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran

2016, pemerintah merubah rincian Dana Bag Hasil Pajak

Tatrun 2016 dan Dana Bag Hasil Negara Bukan Pajak

Tahun 2016 sehingga menyebabkan penundaan penyaluran

Dana Bagr Hasil Negara Bukan Pajak Tahun 2016 kepada

pemerintah daerah;

b. bahwa sebagai akibat penetapan peraturan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kota Bontang tidak

mampu menyelesaikan seluruh kew4jiban yang harus

dibayar pada Tahun Anggaran 2O16;

bahwa agar kewajiban pemerintah daerah Tahun Anggaran

2016 dapat diselesaikan, perlu melakukan penjadwalan

ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya

dalam APBD Tahun Anggaran 2Ol7 , dengan cara mengubah

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD tahun

anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan;

bahwa untuk program kegiatan Dana Alokasi Khusus dan

bantuan keuangan yang bersifat khusus yang sudah jelas

peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan

darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup

c.

d.



tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat

dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daeratr

tentang Perubahan APBD;

e. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor

977 /5065/SJ perihal Penegasan Pembentukan dan

Penganggaran Unit Pemberantasan Pungli Tingkat Frovinsi,

KabupatenfKota, agar pemerintatr daerah menganggarkan

kegiatan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

Unit Pemberantasan Pungli;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu

menetapkan Peraturan Wdi Kota tentang Perubahan atas

Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 59 Tahun 2OL6 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Bontang Tahun Anggaran 2AI7;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 74, Tarrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 39621;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Iembaran Negara Republik

Indonesia Tatrun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Iembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telatr diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

567el;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tahun 20ll tentang

Perubatran Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016

tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol7;

7. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2016

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr Tahun

Anggaran 2OI7 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun

2OL6 Nomor 10);

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALI KOTA BONTANG NOMOR 59 TAHUN

2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol7 berjumlatt
Rp. 9 I 6. 1 30.265.473,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan

L46.968.960.000,00

61 1.286 .268.473,00

Rp.

Rp.



Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal I tercantum

dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud ddam Pasal 1 dirinci lebih lanjut
dalam la.mpiran II Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan

bagtan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat

Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang

NENI

Diundangkan di Bontang

pada tanggal I Pebruari 2OI7

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

M.S

pada tanggal 9 Pebruari 2OI7

WALI KOTA FONTANG,

NIAENI

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2OI7 NOMOR 3


